
l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan 
Dacrah-doerah Kabupateo dalam Lingkungan Pro\wsi Jawa 
Barat !Serita Negara Tahun 1950): 

a. bahwa dalam rangka penmgkatan kesejahteraan, kinerja 
dan motlvasi pegawai agar lcbih beniaya guna dan berhasil 
guru, d.-J..,,, memberikan pelay.onan lu:pad.. n>aS)carakal. 
dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai di 
l.inglcungan Pemenntah Kabupaten Bekast; 

b. bahwa sesuai ketcntuanPasal 63 ayal (2) Perarurao 
Pcmerintah Nomor 58 Tabun 2005 tcntang Pengelolaan 
Ke,uangan Daerab. Pemerintah oac.rah d.apat me.mbenlcan 
tambahan pcnghasilan dalam rangka pcning.'<atan 
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat 
berrugas, kondisi kinctja, kelangkaan profess, prcstasi kctja 
dan/ atau pertimbangan objektiC lainnya; 

c. bahwa tambaban penghasrlan pcgawai scmula telah diatur 
rnelalui peraruran Bupati Bekasi Nomor 25 Tabun 2012 
tentang P,:doman P<emberian Tambaban Penghasilan Pegav,ai 
di Llngkungan Pemerintahan Kabupatcn Bekasi: namun 
aturan petaksanaanya perlu clitinjau dan disesuaikan 
kembali; 

d. bahwa bcrdasa.rkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
pada huruC a. huruC b dan huru( c, maka perubehen 
tentang Pcdoman Pemberiao Tambahao Penghasilan ~a""" 
di Llnglrungao Pemenntah Kabupaten Bekasi terseb\,t perlu 
ditetapkan kembali melalui Peraruran Bupan 

Menginget 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAliAN ATAS PERATURAN BUPATI !'iOMOR 25 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
Dl LINGKUNGAN PEMER!NTAH KABUPATEN BEK."'51 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR 31 n_,;m; 201~ 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



9. Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pcraturan Perunda.ng-Undangon (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234): 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambaban Lembaran Negara Republik Jndc:mesia 
Nomor 4286): 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun2004 tentangPerbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 43551; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu.n 2003 Nomor 66. Tambaban 
Lemb&ra.n Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Da.crah 1Lembaran Negara Rcpublik Indonesia. Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr 
dengan Undang-Unda,,g Nomor 12 Tahun 2008 tcntang 

• Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Uodang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perunbangan 
Keuang-an AnLara Petnerintah Pus.at dan Pemerintah Daerah 
{Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia NoIDor 
4438J; 

.! cndang-Urul.ang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kcpegewaian rLembaran Negara Repubbk Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan L,mbaran Nega.,a Somor 
3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan At.as Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tecttang Pokok~Pbkok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republllc Indonesia 
Tahun J 999 Nomor30, Tambaban Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Nomor 3890t. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terueng 
Penyelenggaraan Negara yang Beraih &bas dari Kolusi, 
Korupsi dao Nepotisme {Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor- 
75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
38511: 



18. Peraturan Daerah Kabupateo Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
temang Organisasi Perangl<at Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kaJi tcrakhir dengan Peraruran Daerah 
NQmOT 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Ala~ 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tabun 2009 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor SJ: 

17. Peratura.n Menteri Keuanga.n Republik Indonesia 
Nomor 89/Pmk.05/2012 rentang Petunjuk Teknis Pembcrian 
Gaji / Penaiun / Tuajangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun 
Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri. Pejabat Negara. dan 
Penerima Pens1un/TunJangan; 

15. Peraruran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil: 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparacur Negara 
• dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang 

Pedoman Penate.an Sistem Tunjangan Kincrja Pcgawai Ncgeri.; - 

13. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomo-r 140,Tambahan l..e.mba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

14. Peraturan Menteri. Dal.am Negen Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana 
yang telah diubah dcngan Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri DaJam NegeriNomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman 
Pengelol-rum Keuangan Daerah; 

I l. Peraruran Pcmcrintah Nemer 7 Tahun 1977 tc-ntang Perat\UW'I 
Gaji Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peratu.ran Pemerintah Xomcr 15 
Tahun 2012 ten tang.Peru.bah an Kccmpat Betas Atas Pera.tu.ran 
Pemerintah Nomor 7Tahun 1977 tentang Peraruran Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembarnn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 32): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ,entan5 Standar 
Akuntans, Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503): 

!O. Peraruran Pl,meru,tah Nomor 24 Tahun 1976 tenreng Cuti 
Pegawai Negcn Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.bun 1976 Nomor 57. Tambahao t.embara.n Ne-ga.ra Nomor 
3093J. 



(2) c. Bagi pegawai yang mengambil Cuo Besar selain karcna mcmcnuhi 
kewajiban A_gama. Cuti Bernalin persa.Jinan keempat dan seterusnya, 
Cuti Karena. Alas.an Pcntirtg dan Culi di luar Tanggungan Negara 

Pasal 9 

3. Kctentuan Bab m Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah schingga bcrbunyi scbagai 
benkut: 

C. Pegawai yang mcmangku Jabatan Fungsional umum : 

I. PNSD sclaku pelaksana/staf pada SKPD yang diberi tugas/jabatan tertenru. 
2. PNSD yang diangka, dalam Jabatan Fw,g,fonaJ Umum rerreeru. 

Pasal 4 

1. Ketentuan Bab I Pasal I angka 9 dihapus 

2. Kctentuan Bab ill Pasal 4 huruf c d.iubah. sehingga bcrbunyi sebagai berilrut : 

Beberapa ketentuan daJa.m Peraruran Bupati Bekasi Nomor 25 tahun 20 l'2 tctang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasitan dilingkungan Pemerintaba.n Kabupaten 
Bekasi (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 251. drubah sebagar 
berikut: 

PASAL I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 25 
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASCl.AN PEGAWAJ DI LINGKlJNGA:{ PEMERJNTAH 
KABUPATEN BEKASi. 

Menetapkan 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 T..a.hun '2-012 
remang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6). 

I" Petatwan Daerah Kabupaten Bekasa Nomor 3 Tahun 2010 
tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
llembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2012 Nomor 31: 



{] j ,..j-!J.. •=w »: 1 I "~"<cr"HASANAH YASIN 

Ditetapkan di Cikerang 
pada 1'anggal 5 J-S-l'.3'-'ll 201:, 

ii "\ BUPA Tl BE KASI,' 

Agar setiap orang mengctahui, memeantahk.an pengu.odangan Petatu..ran iru dcngan 
penempatannya dalam. Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini beriaku pada tanggal diundangkan 

PASAL 11 


